
 

BUPATI BANTUL 
 

PERATURAN BUPATI BANTUL 

NOMOR  27 TAHUN 2018 

 

TENTANG 

 

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA 

KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2018 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BANTUL, 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 

Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir 

kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 

tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk 

setiap Desa dan pedoman teknis; 

 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 

a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan 

Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Bantul 

Tahun Anggaran 2018; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa 

Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia 1950 Nomor 44); 

 

  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
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4. Peraturan Pemerintah Nomor  32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai 

Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal 

Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa 

Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 

 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 

2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 

Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 

Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);  

 

  7. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor  244); 

 

  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 2093); 

 

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang 

Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 225/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1970); 

 

  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2017 tentang Tata 

Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan 

Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884); 

 

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang 

Perubahan Rincian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota Tahun  

Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1971); 
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  12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 

Nomor 44); 

 

  13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2017 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 21); 

 

14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 

Nomor 88) ; 

 

15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 107). 

 
MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN 

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI 

KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2018 

  
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

  
Pasal 1 

  Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

  1. Dana Desa yang selanjutnya disebut DD adalah dana yang bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan 

bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 

pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat; 

2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak 

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

  3. pemberdayaan masyarakat. 

  4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama 

lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Desa; 

5. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Lurah Desa adalah pimpinan 

Pemerintah Desa; 

6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan 

oleh Lurah Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan 

Permusyawaratan Desa; 
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  7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat 

APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 

8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan 

oleh Lurah Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan 

Permusyawaratan Desa; 

9. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

10. APBN adalah  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

11. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat; 

12. Daerah adalah Kabupaten Bantul; 

13. Bupati adalah Bupati Bantul; 

14. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai unsure Perangkat Daerah. 

  
 

BAB II 

PENETAPAN RINCIAN DD 

  Pasal 2 

  Rincian DD setiap Desa di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018,  

dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:  

a. Alokasi Dasar;  

b. Alokasi Afirmasi; dan 

c. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah 

penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan 

geografis setiap desa. 

  
Pasal 3 

  Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, 

dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa 

sebagaimana telah ditetapkan dalam  lampiran  Peraturan Presiden Nomor 

107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor  244) sejumlah Rp 616.345.000,- (enam ratus enam belas 

juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah). 

   

Pasal 4 

  (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat 

Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi. 

  (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri 

Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa. 

(3) Tidak ada desa di Kabupaten Bantul yang mendapat alokasi afirmasi 

karena tidak ada desa  tertinggal dan desa sangat tertinggal. 

  Pasal 5 

  Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung 

berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan 

indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang 

berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang statistik. 
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  Pasal 6 

 

 

 

 

 

 

 

 Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada 

Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut: 

AF Desa = {(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)} * AF 

Kab. 

 

Keterangan: 

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa 

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk 

Desa kabupaten Bantul. 

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total 

penduduk miskin Desa kabupaten Bantul. 

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah 

Desa kabupaten Bantul. 

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten Bantul. 

AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten Bantul, sebesar Rp 

32.850.230.000,- (Tiga puluh dua milyar delapan ratus lima 

puluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah). 

   

Pasal 7 

  Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

huruf c disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari 

kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan 

urusan pemerintah di bidang statistik atau menurut data yang digunakan 

dalam Peraturan Menteri Keuangan dalam menentukan besaran DD. 

  
Pasal 8 

  Penetapan Rincian DD untuk setiap Desa di Kabupaten Bantul Tahun 

Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

   

BAB III 

PENYALURAN DD 

  Pasal 9 

  (1) Penyaluran DD dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari 

Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa 

(RKD); 

(2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan  paling lambat 7 

(tujuh) hari kerja setelah DD diterima di RKUD setelah persyaratan 

penyaluran telah dipenuhi. 

(3) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu 

ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);  

b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu 

keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan 

c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh 

persen). 
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(4) Penyaluran DD dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah 

Bupati menerima Peraturan Desa mengenai APBDesa;  

(5) Penyaluran DD dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah 

Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output 

DD tahun anggaran sebelumnya dari Lurah Desa. 

(6) Penyaluran DD dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah 

Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output 

DD sampai dengan tahap II dari Lurah Desa. 

(7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output DD sampai dengan 

tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata 

realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima 

persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit 

sebesar 50% (lima puluh persen). 

(8) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dihitung 

berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan. 

(9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output 

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan sesuai dengan tabel 

referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume 

output, cara pengadaan, dan capaian output. 

(10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) 

belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa dapat 

memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan 

yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait. 

 

Pasal 10 

(1) Mekanisme penyaluran DD diatur sebagai berikut :  

a.  Penyaluran DD Tahap I :  

1.  Lurah Desa mengajukan permohonan penyaluran DD kepada 

Bupati Cq. Camat dengan dilampiri :  

(a) Surat Permohonan Lurah Desa; 

(b) Fotokopi Peraturan desa tentang APBDesa Tahun 2018;  

(c) Bukti Pengeluaran Kas (Bend 26);  

(d) Kwitansi; dan 

(e) Fotokopi nomor rekening kas desa (RKD).  

2.  Berdasarkan permohonan dari Lurah Desa tersebut angka 1, 

Camat mengajukan permohonan secara tertulis penyaluran 

DD kepada Bupati Cq. Kepala Badan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Bantul selaku Pejabat Pengelola Keuangan 

Daerah (PPKD), dengan dilampiri :  

(a) Lembar Penelitian Berkas Pengajuan Penyaluran Dana 

Desa; 

(b) Surat Permohonan dari Camat;  

(c) Surat Permohonan Lurah Desa; 

(d) Fotokopi Peraturan desa tentang APBDesa Tahun 2018; 

(e) Bukti Pengeluaran Kas (Bend 26);  

(f) Kwitansi; dan 

(g) Fotokopi nomor rekening kas desa (RKD).  

 

b. Penyaluran DD Tahap II :  

1.  Lurah Desa mengajukan penyaluran DD Tahap II kepada 

Bupati Cq. Camat dengan dilampiri :  
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(a) Surat Permohonan Lurah Desa;  

(b) bukti Pengeluaran Kas (Bend 26);  

(c) Kwitansi; 

(d) Fotokopi nomor rekening kas desa (RKD); dan 

(e) Laporan penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun 

sebelumnya. 

 

2.  Berdasarkan permohonan dari Lurah Desa tersebut angka 1, 

Camat mengajukan penyaluran DD Tahap II untuk Desa yang 

bersangkutan kepada Bupati Cq. Kepala Badan Keuangan dan 

Aset Daerah Kabupaten Bantul selaku Pejabat Pengelola 

Keuangan Daerah (PPKD), dengan dilampiri :  

(a) Lembar Penelitian Berkas Pengajuan Penyaluran DD; 

(b) Surat Permohonan dari Camat;  

(c) Surat Permohonan Lurah Desa;  

(d) bukti Pengeluaran Kas (Bend 26);  

(e) Kwitansi;  

(f) Fotokopi nomor rekening kas desa (RKD); dan 

(g) Laporan penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun 

sebelumnya. 

 

c. Penyaluran DD Tahap III   

1.  Lurah Desa mengajukan penyaluran DD Tahap III kepada 

Bupati Cq. Camat dengan dilampiri :  

(a) Surat Permohonan Lurah Desa;  

(b) bukti Pengeluaran Kas (Bend 26);  

(c) Kwitansi; 

(d) Fotokopi nomor rekening kas desa (RKD); dan 

(e) Laporan penyerapan dan capaian output Dana Desa 

sampai dengan Tahap II paling kurang sebesar 75% ( 

tujuh puluh lima puluh persen) dan rata-rata capaian 

output menunjukkan paling kurang 50% (lima puluh 

persen). 

2.  Berdasarkan permohonan dari Lurah Desa tersebut angka 1, 

Camat mengajukan penyaluran DD Tahap III untuk Desa 

yang bersangkutan kepada Bupati Cq. Kepala Badan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul selaku Pejabat 

Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dengan dilampiri :  

(a) Lembar Penelitian Berkas Pengajuan Penyaluran DD;  

(b) Surat Permohonan dari Camat;  

(c) Surat Permohonan Lurah Desa;  

(d) bukti Pengeluaran Kas (Bend 26);  

(e) Kwitansi;  

(f) Fotokopi nomor rekening kas desa (RKD); dan 

(g) Laporan penyerapan dan capaian output Dana Desa 

sampai dengan Tahap II paling kurang sebesar 75% ( 

tujuh puluh lima puluh persen) dan rata-rata capaian 

output menunjukkan paling kurang 50% (lima puluh 

persen). 

(2) Berdasarkan permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku 

PPKD melakukan transfer Dana Desa Tahap I, Tahap II dan Tahap 

III langsung ke RKD.  
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BAB IV 

PENGGUNAAN DANA DESA 

  Pasal 11 
 

  (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat. 
 

(2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak 

termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati. 
 

(3) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 

pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa. 

   

Pasal 12 

 

  (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman 

pada Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi. 
 

(2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan 

dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber 

daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak 

menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat. 

   

Pasal 13 

 

  (1) Lurah Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa. 

(2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan 

Dana Desa. 

(3) Biaya Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

 

 

 

 
 

BAB V 

PELAPORAN DD 

  Pasal  14 

 

  (1) Lurah Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian 

output Dana Desa kepada bupati. 

(2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun 

anggaran sebelumnya; dan 

b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa 

sampai dengan tahap II. 

(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun 

anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 

disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran 

berjalan. 
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(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai 

dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 

disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan. 
 

(5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas waktu 

penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat 

(4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian 

output kepada bupati. 

 

Pasal 15 

Format laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa 

sebagaimana sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Bupati ini 

  
 

BAB VI 

SANKSI 

  Pasal 16 

  (1) Bupati menunda penyaluran DD, dalam hal: 

a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 9 Ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5) atau Pasal 9 ayat (6); 

b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya 

lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau 

c. terdapat usulan/rekomendasi dari aparat pengawas fungsional 

daerah. 

(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran DD Tahap II tahun 

anggaran berjalan sebesar Sisa DD di RKD tahun anggaran 

sebelumnya. 
 

  (3) Dalam hal Sisa DD di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar 

dari jumlah DD yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran DD 

tahap II tidak dilakukan. 
 

  (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran 

berjalan sisa DD di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih 

besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran DD yang ditunda 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan 

menjadi sisa DD di RKUD. 
 

  (5) Bupati melaporkan DD yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA 

Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. 
 

  (6) DD yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak 

dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya. 
 

  (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal 

terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau 

penggunaan DD. 
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  (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan 

kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA 

Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan 

penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. 

   

Pasal 17 

  (1) Bupati menyalurkan kembali DD yang ditunda dalam hal: 

a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 15 ayat (1) huruf a telah diterima; 

b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari 

atau sama dengan 30%; dan 

c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.  

  (2) Dalam hal penundaan penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 15 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan 

berakhirnya tahun anggaran, DD tidak dapat disalurkan lagi ke RKD 

dan menjadi sisa DD di RKUD. 

  (3) Bupati melaporkan sisa DD di RKUD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan 

Dana Desa. 

  (4) Bupati memberitahukan kepada Lurah Desa yang bersangkutan 

mengenai DD yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran 

berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa 

tahun anggaran berikutnya. 

  (5) Bupati menganggarkan kembali sisa DD di RKUD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran 

berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

  (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum 

minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, bupati 

menyampaikan permintaan penyaluran sisa DD tahap I yang belum 

disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA 

Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua 

bulan Juli tahun anggaran berjalan. 

   

Pasal 18 

  (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran DD dalam hal setelah 

dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa DD di 

RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen). 

  (2) Pemotongan penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan pada penyaluran DD tahun anggaran berikutnya. 

  (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran DD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran 

DAK Fisik dan Dana Desa. 
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BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

  
Pasal 19 

  Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Bantul. 

Ditetapkan di Bantul 
Pada tanggal 22 Januari 2018 

  

 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018 N0M0R 27 
 



LAMIRAN I

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 27 TAHUN 2018

PAGU TAHAP I TAHAP II TAHAP III

DANA DESA 20% 40% 40%

1 SRANDAKAN PONCOSARI 881.680.000          176.336.000          352.672.000          352.672.000          

2 SRANDAKAN TRIMURTI 1.141.801.000       228.360.200          456.720.400          456.720.400          

3 SANDEN GADINGSARI 1.080.858.000       216.171.600          432.343.200          432.343.200          

4 SANDEN GADINGHARJO 903.359.000          180.671.800          361.343.600          361.343.600          

5 SANDEN SRI GADING 945.181.000          189.036.200          378.072.400          378.072.400          

6 SANDEN MURTIGADING 927.609.000          185.521.800          371.043.600          371.043.600          

7 KRETEK TIRTOMULYO 883.407.000          176.681.400          353.362.800          353.362.800          

8 KRETEK PARANGTRITIS 917.437.000          183.487.400          366.974.800          366.974.800          

9 KRETEK DONOTIRTO 860.968.000          172.193.600          344.387.200          344.387.200          

10 KRETEK TIRTOSARI 862.379.000          172.475.800          344.951.600          344.951.600          

11 KRETEK TIRTOHARJO 852.622.000          170.524.400          341.048.800          341.048.800          

12 PUNDONG SELOHARJO 1.156.367.000       231.273.400          462.546.800          462.546.800          

13 PUNDONG PANJANG REJO 1.016.579.000       203.315.800          406.631.600          406.631.600          

14 PUNDONG SRI HARDONO 1.067.087.000       213.417.400          426.834.800          426.834.800          

15 BAMBANG LIPURO SIDOMULYO 1.130.847.000       226.169.400          452.338.800          452.338.800          

16 BAMBANG LIPURO MULYODADI 1.022.028.000       204.405.600          408.811.200          408.811.200          

17 BAMBANG LIPURO SUMBER MULYO 1.092.813.000       218.562.600          437.125.200          437.125.200          

18 PANDAK CATUHARJO 1.122.320.000       224.464.000          448.928.000          448.928.000          

19 PANDAK TRIHARJO 1.260.417.000       252.083.400          504.166.800          504.166.800          

20 PANDAK GILANG HARJO 1.334.038.000       266.807.600          533.615.200          533.615.200          

21 PANDAK WIJIREJO 1.009.803.000       201.960.600          403.921.200          403.921.200          

22 PAJANGAN TRI WIDADI 1.328.589.000       265.717.800          531.435.600          531.435.600          

23 PAJANGAN SENDANGSARI 1.415.645.000       283.129.000          566.258.000          566.258.000          

24 PAJANGAN GUWOSARI 1.157.509.000       231.501.800          463.003.600          463.003.600          

25 BANTUL PALBAPANG 961.388.000          192.277.600          384.555.200          384.555.200          

26 BANTUL RINGIN HARJO 908.456.000          181.691.200          363.382.400          363.382.400          

27 BANTUL BANTUL 948.733.000          189.746.600          379.493.200          379.493.200          

28 BANTUL TRIRENGGO 1.078.946.000       215.789.200          431.578.400          431.578.400          

29 BANTUL SABDODADI 865.659.000          173.131.800          346.263.600          346.263.600          

30 JETIS PATALAN 993.540.000          198.708.000          397.416.000          397.416.000          

31 JETIS CANDEN 1.048.238.000       209.647.600          419.295.200          419.295.200          

32 JETIS SUMBER AGUNG 1.063.380.000       212.676.000          425.352.000          425.352.000          

33 JETIS TRIMULYO 1.165.862.000       233.172.400          466.344.800          466.344.800          

34 IMOGIRI SELOPAMIORO 1.658.008.000       331.601.600          663.203.200          663.203.200          

35 IMOGIRI SRIHARJO 1.042.452.000       208.490.400          416.980.800          416.980.800          

36 IMOGIRI WUKIRSARI 1.335.877.000       267.175.400          534.350.800          534.350.800          

37 IMOGIRI KEBONAGUNG 835.985.000          167.197.000          334.394.000          334.394.000          

38 IMOGIRI KARANG TENGAH 954.948.000          190.989.600          381.979.200          381.979.200          

39 IMOGIRI GIRIREJO 914.273.000          182.854.600          365.709.200          365.709.200          

40 IMOGIRI KARANGTALUN 785.911.000          157.182.200          314.364.400          314.364.400          

TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN 

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN 

BANTUL TAHUN ANGGARAN 2018

RINCIAN TAHAPAN PENCAIRAN DANA DESA

TAHUN ANGGARAN 2018

NO KECAMATAN NAMA DESA

UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN BANTUL



PAGU TAHAP I TAHAP II TAHAP III

DANA DESA 20% 40% 40%
NO KECAMATAN NAMA DESA

41 IMOGIRI IMOGIRI 773.755.000          154.751.000          309.502.000          309.502.000          

42 DLINGO MANGUNAN 1.009.815.000       201.963.000          403.926.000          403.926.000          

43 DLINGO MUNTUK 1.232.785.000       246.557.000          493.114.000          493.114.000          

44 DLINGO DLINGO 1.068.980.000       213.796.000          427.592.000          427.592.000          

45 DLINGO TEMUWUH 1.010.362.000       202.072.400          404.144.800          404.144.800          

46 DLINGO TERONG 932.509.000          186.501.800          373.003.600          373.003.600          

47 DLINGO JATIMULYO 1.149.259.000       229.851.800          459.703.600          459.703.600          

48 BANGUNTAPAN BATURETNO 906.693.000          181.338.600          362.677.200          362.677.200          

49 BANGUNTAPAN BANGUNTAPAN 1.035.542.000       207.108.400          414.216.800          414.216.800          

50 BANGUNTAPAN JAGALAN 807.090.000          161.418.000          322.836.000          322.836.000          

51 BANGUNTAPAN SINGOSAREN 795.129.000          159.025.800          318.051.600          318.051.600          

52 BANGUNTAPAN JAMBITAN 995.955.000          199.191.000          398.382.000          398.382.000          

53 BANGUNTAPAN POTORONO 977.434.000          195.486.800          390.973.600          390.973.600          

54 BANGUNTAPAN TAMANAN 925.922.000          185.184.400          370.368.800          370.368.800          

55 BANGUNTAPAN WIROKERTEN 1.028.789.000       205.757.800          411.515.600          411.515.600          

56 PLERET WONOKROMO 1.009.410.000       201.882.000          403.764.000          403.764.000          

57 PLERET PLERET 1.031.890.000       206.378.000          412.756.000          412.756.000          

58 PLERET SEGOROYOSO 1.062.026.000       212.405.200          424.810.400          424.810.400          

59 PLERET BAWURAN 1.055.995.000       211.199.000          422.398.000          422.398.000          

60 PLERET WONOLELO 932.884.000          186.576.800          373.153.600          373.153.600          

61 PIYUNGAN SITIMULYO 1.064.444.000       212.888.800          425.777.600          425.777.600          

62 PIYUNGAN SRIMULYO 1.264.215.000       252.843.000          505.686.000          505.686.000          

63 PIYUNGAN SRIMARTANI 1.238.288.000       247.657.600          495.315.200          495.315.200          

64 SEWON PENDOWOHARJO 1.119.088.000       223.817.600          447.635.200          447.635.200          

65 SEWON TIMBULHARJO 1.235.215.000       247.043.000          494.086.000          494.086.000          

66 SEWON BANGUNHARJO 1.166.451.000       233.290.200          466.580.400          466.580.400          

67 SEWON PANGGUNGHARJO 1.087.311.000       217.462.200          434.924.400          434.924.400          

68 KASIHAN BANGUJIWO 1.553.786.000       310.757.200          621.514.400          621.514.400          

69 KASIHAN TIRTONIRMOLO 1.127.330.000       225.466.000          450.932.000          450.932.000          

70 KASIHAN TAMANTIRTO 1.133.625.000       226.725.000          453.450.000          453.450.000          

71 KASIHAN NGESTIHARJO 1.127.379.000       225.475.800          450.951.600          450.951.600          

72 SEDAYU ARGODADI 1.276.464.000       255.292.800          510.585.600          510.585.600          

73 SEDAYU ARGOREJO 1.009.245.000       201.849.000          403.698.000          403.698.000          

74 SEDAYU ARGOSARI 977.528.000          195.505.600          391.011.200          391.011.200          

75 SEDAYU ARGOMULYO 1.020.513.000       204.102.600          408.205.200          408.205.200          

79.076.105.000    15.815.221.000    31.630.442.000    31.630.442.000    

* dalam rupiah

JUMLAH




